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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA
BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5,
TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 47 Tahun 2009 (LN
Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN
Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614),
Keppres Rl 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keppres RI 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.92, TLN No.4418), Keppres Rl 56/P Tahun
2010, Permenkeu Rl 91/PMK.05/2007, Permenkeu Rl 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI
08/PMK.05/2010, Permenkeu Rl 69/PMK.02/2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku BUN mengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
(BA 999). Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pergeseran anggaran
belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L. Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA
999.08 ke BA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tambahan
anggaran belanja K/L dan tidak menjadi dasar perhitungan untuk alokasi anggaran pada
tahun anggaran berikutnya. Kegiatan yang anggaran belanjanya dapat dilakukan
pergeseran dari BA 999.08 ke BA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
adalah kegiatan yang tidak bersifat ad hoc dan memenuhi kriteria sebagai berikut
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mempunyai Bagian Anggaran; atau
dilaksanakan  oleh  pihak lain, namun kebijakannya ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga. Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Direktur
Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Anggaran belanja
yang telah dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat direvisi
dengan persetujuan Menteri Keuangan. SAPSK dan DIPA yang telah diterbitkan dengan
kode Bagian Anggaran Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (BA 999.06)
untuk Belanja Subsidi sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, direvisi menjadi
kode BA-BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07). Tata cara pelaporan keuangan dan
penetapan Kode Akun atas Anggaran Belanja pada BA 999.08 yang telah dilakukan
pergeseran ke BA-K/L, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2010.



